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Lampiran 1  

 

Proses Pendaftaran Pembuatan SITU 
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Lampiran 2 

Dokumentasi Wawancara Penelitian 

 
Foto Bersama Kepala Dinas DPMPTSP 

 

 
Foto Bersama Kepala Bidang Pelayanan Terpadu 

 

 
Foto Bersama Kapala Seksi Informasi Pelayanan 

 

 
Foto Bersama Staff Administrasi 
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Lampiran 3  Panduan Wawancara 

 

PANDUAN WAWANCARA 

Dengan Judul 

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Surat Izin Tempat Usah Pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Malaka. 

1.1 Identitas Informan 

Nama    : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Jabatan/Pekerjaan : 

Pendidikan Terakhir : 

Tanggal Wawancara : 

1.2 Petunjuk Pengisian 

Bapak/Ibu silahkan memberikan jawaban sesuai dengan arahan peneliti. 

1.3 Panduan Wawancara 

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

a. Bagaimana pelayanan yang diberikan? 

b. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP? 

c. Bagaimana responsiviness atau tanggapan yang diberikan oleh 

pegawai pengurus SITU kepada masyarakat? 
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2. Kepala Bidang Pelayanan Tepadu  

a. Bagaimana pelayanan yang diberikan? 

b. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP? 

c. Bagaimana responsiviness atau tanggapan yang diberikan oleh 

pegawai pengurus SITU kepada masyarakat? 

d. Apakah masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan? 

3. Kepala Seksi Informasi Pelayanan 

a. Bagaimana pelayanan yang diberikan? 

b. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP? 

c. Bagaimana responsiviness atau tanggapan yang diberikan oleh 

pegawai pengurus SITU kepada masyarakat? 

4. Staff Administrasi Bidang Perizinan 

a. Bagaimana pelayanan yang diberikan? 

b. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP? 

c. Bagaimana responsiviness atau tanggapan yang diberikan oleh 

pegawai pengurus SITU kepada masyarakat? 

5. Masyarakat yang sudah melakukan pembuatan Surat Keterangan 

Tempat Usaha (SITU) 

a. Apa saja hasil kerja dari pelayanan yang diberikan dan prestasi apa 

yang bisa dikatakan baik? 

b. Bagaimana pelayanan yang diberikan? 

c. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP? 

d. Bagaimana responsiviness atau tanggapan yang diberikan oleh 

pegawai pengurus SITU kepada masyarakat? 
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Lampiran 4 SOP DPMPTSP Kabupaten Malaka 
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Lampiran 5  Hasil SITU yang sudah diterbitkan 
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Lampiran 6  

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALAKA 

 
GARIS KOMANDO : 
GARIS KOORDINASI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Promosi Penanaman Modal 

Emanuel R. Seran, S.Ag 
Bidang Pengendalian PM 

Wilhelmus Lutan, S.Sos 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Petrus Nahak Fahik, A.Ma 

Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu 

Fransiskus Bae, SE 

 

Bidang Pengaduan 

--- 

 

Bidang Perdagangan 

Martinus B. W Tembu, S.Sos 

Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

Belinda F. B. Lopes, S.IP 

Seksi Perdagangan Internasional 

Fransiskus X. Manek 

Seksi Bina Usaha & SarPras 

--- 

Seksi Pengaduan Pel. Perijinan 

Luis Barros 

 

Seksi Analisa Pengaduan PM  

--- 

 

Seksi Penyuluhan Pel. Perijinan 

--- 

 

Seksi Informasi Pel. Perijinan PM 

Apriyanie Sukka, SE 

 

Seksi Pengkajian Pel. Perijinan PM 

--- 

 

Seksi Penerbitan dan 

Pengarsipan 

Paula Barros, S.IP 

 

Seksi Pelayanan Pengaduan PM 

--- 

Seksi Pengawasan PMl 

--- 

Seksi Pembinaan Pelaksanaan PM 

--- 

Seksi Pengembangan Promosi 

Dominikus Sese, SH 

Seksi Pelaksanaan Promosi PM 

--- 

Seksi SarPras Pelaksanaan PM 

--- 

Seksi Perencanaan PM 

Emanuel Bau, SE 

Seksi Pengembangan Potensi PM 

--- 

Seksi Data dan Informasi PM 

--- 

Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan 

Petrus Nahak Fahik, A.MA 

Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan 

Wetpi Bria 

Sub Bagian Umum & Kepegawaian 

Antimus Seran, S.Pd 

S E K R E T A R I S 

Yayuk Sri Muliyantini, S.E.,M.Si 

K E P A L A    D I N A S 

Vinsensius Babu, S.PI.,M.AP 

 

Kelompok 

Jabatan Fungsional 
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